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ABSTRAKPemilihan Umum  adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligusmenentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negaratersebut. Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud darikedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi,maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilanpelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan.Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraanpemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilutersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindakpidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan. Tindakpidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harusdiselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidanauntuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu, Legislatif.
ABSTRACT
Election is a vehicle to determine the direction of travel of the nation as well as determine who is
most worthy to rule the State administration. Election is the process of selecting the leader of
the nation and is a manifestation of the people's sovereignty and a form of political
participation of the people in a Democratic State, it is no exaggeration to say that the
cleanliness, honesty and fairness of elections will reflect the quality of the State concerned.
Election criminal offense is a criminal offense relating to the conduct of elections stipulated in the election
law. Criminal election developments include the increasingly wide scope of criminal election, the increase
of the offenses elections and increased criminal sanctions. The completion of the crime of elections
conducted in accordance with the legislation in force, which puts. Criminal election seen as prohibited
acts serious in nature and must be completed in a short time, in order to achieve the purpose of holding
the criminal provisions to protect the democratic process through elections.
Keywords: Crime, Election, Legislative
I. PendahuluanPemilihan Umum (selanjutnyadisingkat Pemilu) adalah wahana untukmenentukan arah perjalanan bangsasekaligus menentukan siapa yang palinglayak untuk menjalankan kekuasaan
pemerintahan Negara tersebut.1 Pemilumerupakan proses pemilihan pemimpinbangsa dan merupakan wujud darikedaulatan rakyat dan wujud partisipasi
1 Nur Hidayat Sardini, Restorasi
Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), halaman298
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politik rakyat dalam sebuah NegaraDemokrasi, maka tidaklah berlebihan biladikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dankeadilan pelaksanaan pemilihan umum akanmencerminkan kualitas di Negara yangbersangkutan.Pemilu dilakukan dalam kurun waktulima tahun sekali dengan asas Langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemiludiselenggarakan tidak hanya untuk memilihPresiden dan Wakil Presiden sebagaipemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi jugauntuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPDdan juga pemilihan terhadap Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tersebutdilaksanakan dengan menjunjung tinggisemangat demokrasi untuk menghasilkanpemimpin yang lebih baik, berkualitas danmendapatkan legitimasi dari RakyatIndonesia.2Hasil pemilu yang jujur dan adiladalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkandi dalam negara demokrasi, oleh karena ituuntuk menjamin pemilu yang jujur dan adilyang sangat penting diperlukanperlindungan bagi para pemilih, bagi setiappihak yang mengadakan pemilu maupunbagi rakyat umumya dari segala ketakutan,intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktikcurang lainnya yang dapat mempengaruhikejujuran dan keadilan hasil pemilu.Kejujuran dan keadilan hasil pemilu yangsangat penting tersebut untuk dilindungibagi negara demokrasi, para pembuatundang-undang telah menjadikan sejumlahperbuatan curang dalam pemilu sebagaitindak pidana. Undang-Undang tentangpemilu selain mengatur tentang bagaimanapemilu itu diselenggarakan juga melarangsejumlah perbuatan yang dapatmenghancurkan hakikat kebebasan dankeadilan pemilu itu serta mengancampelakunya dengan sanksi pidana.Hukum pada hakikatnya adalahsesuatu yang abstrak, namun dalammanifestasinya dapat berwujud konkrit.Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baikjika akibat-akibat yang dihasilkan daripenerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan
2 Ibid, halaman 177
yang sebesar-besarnya dan berkurangnyapenderitaan.3Indonesia sejak awal telahmempunyai regulasi tentang pemilu. Inimenunjukkan bahwa betapa pemilu menjadisangat penting dalam kehidupan bernegaradi Indonesia. Kondisi ideal tersebuttampaknya tidak senantiasa berjalan mulustanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilaiidealistik dari pemilu tersebut, sejak awalsampai dengan pelaksanaan pemilu terakhirpun selalu terjadi pelanggaran terhadapnorma-norma pemilu. Kasus yang seringterjadi pada setiap pemilu adalah kasuspenggelembungan suara dan atau politikuang (money politic) atau bentuk-bentukpelanggaran lainnya yang merupakan suatutindak pidana.Ketiadaan defenisi mengenai tindakpidana pemilu di dalam peraturanperundang-undangan Indonesiamenimbulkan di dalam doktrin berbagaipendapat tentang apa yang dimaksud dengantindak  pidana pemilu. Djoko Prakosomemberi defenisi mengenai tindak pidanapemilu dengan menyatakan:4 “Setiap orang,badan hukum ataupun organisasi yangdengan sengaja melanggar hukum,mengacaukan, menghalang-halangi ataumengganggu jalannya pemilihan umum yangdiselenggarakan menurut undang-undang.”Berbagai buku yang menjadikantindak pidana pemilu sebagai sorotantampaknya belum ada yang secaramendalam membahas mengenai pengertiandan cakupan dari tindak pidana pemilumenurut Topo Santoso. Sintong Silabanmisalnya ketika memberi pengertian tindakpidana pemilu, ia menguraikan apa yangdimaksud dengan tindak pidana secaraumum, kemudian menerapkannya dalamkaitannya dengan pemilu.5
3 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum
Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: RemajaRosdakarya, 1993), halaman 794 Djoko Prakoso, SH, Tindak Pidana
Pemilu, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), halaman148 5 Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu
(Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan
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Tindak pidana pemilu merupakantindak pidana yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemilu yang diatur dalamundang-undang pemilu.6 Sebenarnyaketentuan mengenai tindak  pidana pemilusudah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat KUHP) yangselanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadilandasan pelaksanaan pemilu tahun 1955,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yangmenjadi landasan pelaksanaan pemilu padamasa orde baru dan Undang-Undang Nomor3 Tahun 1999 yang menjadi landasanpelaksanaan pemilu tahun 1999. Undang-Undang terakhir yaitu Undang-UndangNomor 3 Tahun 1999 belum ada mekanismekhusus untuk menyelesaikan tindak pidanapemilu sehingga dalam kurun waktutersebut tindak pidana pemilu diselesaikansebagaimana tindak pidana lainnya.Persoalan yang dihadapi dalampelaksanaan pemilu yang semakin banyakdan perkembangan dinamika masyarakatmenjadi dasar pertimbangan untukmembentuk suatu undang-undang pemiluyang baru sebagai pengganti undang-undangsebelumnya, yaitu lahirnya Undang-UndangNomor 12 Tahun 2003 tentang PemilihanUmum tahun 2004, Undang-Undang Nomor10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umumtahun 2009 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (selanjutnya disingkat UU No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD) yang menjadi landasandalam pemilu tahun 2014 yang akan datang.Undang-Undang ini telah terdapat sejumlahaturan khusus yang menyangkut prosespemeriksaan tindak pidana pemilu.Tindak pidana pemilu di Indonesiamengalami banyak perkembangan.Perkembangan tindak pidana pemilutersebut meliputi semakin luasnya cakupan
Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil), (Jakarta:Sinar Harapan, 1992), halaman 48-536 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 5
tindak pidana pemilu, peningkatan jenistindak pidana pemilu dan peningkatansanksi pidana. Lima jenis tindak pidanapemilu yang ada di dalam KUHP menjadi 15tindak pidana pemilu dalam Undang-UndangNo. 3 Tahun 1999, menjadi 28  tindak pidanapemilu pada Undang-Undang No. 12 Tahun2003 bertambah menjadi 55 tindak pidanapemilu pada Undang-Undang No. 10 Tahun2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD dan terus meningkat menjadi 57tindak pidana pemilu pada Undang-UndangNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengansanksi undang-undang yang baru memuatancaman pidana penjara dan denda yangbisa dijatuhkan sekaligus dan menghapuskanpidana minimum pada setiap tindak pidanapemilu yang ada dalam undang-undangsebelumya (Undang-Undang No. 10 Tahun2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD) guna memberikan asas kepastianhukum dan memudahkan bagi hakim dalammemberikan putusan.7 Berkaitan denganhukum acara juga terdapat perkembanganbaru dalam politik hukum yaituditentukannya penyelesaian tindak pidanapemilu yang singkat, mulai dari penyidikan,hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.Penyelesaian tindak pidana pemiludilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, yangmenempatkan Kepolisian sebagai gardaterdepan untuk melakukan penyelidikan danpenyidikan, berikutnya Kejaksaan untukmelakukan penuntutan, dan Pengadilanuntuk mengadili kasus, dan seterusnyasesuai proses hukum acara pidanasebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilumenurut peraturan perundang-undanganyang ada berlangsung dalam sistemperadilan pidana. Penyelesaian di luar sistemini adalah bertentangan dengan hukumkarena tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Penyelesaian kasus tindak pidana pemilu
7http://www.facebook.com/groups/forumkpukabkota/permalink/438614616150154/, (diakses14 April 2013)
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yang ada selama ini mulai dari tahun 2004sampai dengan tahun 2012, tidak banyakkasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.Berdasarkan uraian yang disebutkandi atas, secara singkat dapat dikatakanbahwa tindak pidana pemilu dipandangsebagai sesuatu tindakan terlarang yangserius sifatnya dan harus diselesaikan dalamwaktu singkat, agar dapat tercapai tujuanmengadakan ketentuan pidana untukmelindungi proses demokrasi melaluipemilu. Sesuai  juga dengan amanatreformasi bahwa penyelenggaraan pemilu kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakansecara lebih berkualitas.
II. Perbandingan UU No. 10 Tahun
2008 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD dengan UU No. 8
Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD
terkait Tindak Pidana PemiluUU No. 8 Tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD diundangkantanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilusebelumnya yakni UU No. 10 Tahun 2008tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD, merupakan pedoman bagipenyelenggaraan pemilu dan semua pihakterkait didalamnya serta memberikan sanksikepada yang melanggarnya dan sanksipidana tersebut pada hakikatnya adalahuntuk mengawal pemilu yang luber danjurdil tersebut. UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdiridari 25 (dua puluh lima) bab yang terdiridari 328 (tiga dua puluh delapan) pasal. UUNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD menambahkan bab baruyang dalam Undang-Undang Pemilusebelumnya hanya merupakan pasal ataubagian dari suatu atau beberapa bab ataukarena beberapa ketentuan telah diaturdalam perundang-undangan lain.Pengaturan dan kategorisasi masalahhukum dan sengketa pemilu dalam UU No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD juga telah dilakukan secarajauh lebih luas, terperinci, sistematis danterstruktur dibandingkan UU Pemilusebelumnya. Hal ini dibuktikan denganadanya kategorisasi yang lebih lengkap dankomprehensif mencakup berbagai masalah
hukum yang terjadi dalam penyelenggaranpemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.8Menurut Aldri Frinaldi, secara garisbesar jenis pelanggaran dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD terbagimenjadi tiga jenis, yakni:9a. Pelanggaran administrasi pemilu;b. Pelanggaran pidana pemilu; danc. Perselisihan hasil pemilu.Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDmembagi kategori jenis pelanggaran pemilumenjadi 6 (enam) jenis, yakni:a. Pelanggaran Kode EtikPenyelenggara Pemilu;b. Pelanggaran administrasi pemilu;c. Sengketa pemilu;d. Sengketa Tata Usaha Negarapemilu;e. Perselisihan hasil pemilu; danf. Tindak pidana pemilu.
1. Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara PemiluPelanggaran kode etik penyelenggarapemilu diatur dalam pasal 251 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD yangmemberikan defenisi “Pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu adalah pelanggaranterhadap etika penyelenggara Pemilu yangberpedomankan sumpah dan/atau janjisebelum menjalankan tugas sebagaipenyelenggara Pemilu.” Pengertian KodeEtik Penyelenggara Pemilu dapat dilihatPasal 1 angka 6 Peraturan Bersama KomisiPemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,dan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun2012 yang menyebutkan: “Kode Etik
8 Titi Anggraini dan August Mellaz,
Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD, halaman 12, http://www. rumah
pemilu.com, (diakses  15 April 2013)9 Aldri Frinaldi, Pelanggaran Pemilu hanya
tiga jenis,
http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mo
d=detail_berita.php&id=1030, (diakses 5 April2013 )
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Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuanlandasan norma moral, etis dan filosofis yangmenjadi pedoman bagi perilakupenyelenggara pemilihan umum yangdiwajibkan, dilarang, patut atau tidak patutdilakukan dalam semua tindakan danucapan”.Peraturan Bersama Komisi PemilihanUmum, Badan Pengawas Pemilu, dan DewanKehormatan Penyelenggara PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012  jugamenyebutkan Prinsip Dasar Etika danPerilaku Penyelenggara Pemilu sebagaiberikut: Pasal 6Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dan peraturanperundang-undangan;b. menjunjung tinggi kepentingan bangsadan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;c. menunjukkan penghargaan dankerjasama dengan seluruh lembaga danaparatur negara untuk kepentinganbangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia; dand. menjaga dan memelihara nama baikNegara Kesatuan Republik Indonesia.Pasal 7Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a. memelihara dan menjaga kehormatanlembaga Penyelenggara Pemilu;b. menjalankan tugas sesuai visi, misi,tujuan, dan program lembagaPenyelenggara Pemilu;c. menjaga rahasia yang dipercayakankepadanya, termasuk hasil rapat yangdinyatakan sebagai rahasia sampai bataswaktu yang telah ditentukan atausampai masalah tersebut sudahdinyatakan untuk umum sepanjangtidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan;d. menghargai dan menghormati sesamalembaga Penyelenggara Pemilu danpemangku kepentingan Pemilu; dane. melakukan segala upaya yangdibenarkan etika sepanjang tidak
bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagisetiap penduduk yang berhak memilihterdaftar sebagai pemilih dan dapatmenggunakan hak memilihnya.Pasal 8Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a. menjaga dan memelihara tertib sosialdalam penyelenggaraan Pemilu;b. mengindahkan norma dalampenyelenggaraan Pemilu; danc. menghormati kebhinnekaan masyarakatIndonesia. Pasal 9Penyelenggara Pemilu berkewajiban:a. beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa;b. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatandalam melaksanakan tugas, wewenang,kewajiban, dan tanggungjawabnya;c. menjaga dan memelihara netralitas,imparsialitas, dan asas-asaspenyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil,dan demokratis;d. tidak mengikutsertakan atau melibatkankepentingan pribadi maupun keluargadalam seluruh pelaksanaan tugas,wewenang, dan kewajibannya;e. melaksanakan tugas-tugas sesuaijabatan dan kewenangan yangdidasarkan pada Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945,undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yangberkaitan dengan penyelenggaraanPemilu;f. mencegah segala bentuk dan jenispenyalahgunaan tugas, wewenang, danjabatan, baik langsung maupun tidaklangsung;g. menolak untuk menerima uang, barang,dan/atau jasa atau pemberian lainnyayang apabila dikonversi melebihistandar biaya umum dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) jam, dalamkegiatan tertentu secara langsungmaupun tidak langsung dari calonpeserta Pemilu, peserta Pemilu, calonanggota DPR dan DPRD, dan timkampanye;
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h. mencegah atau melarang suami/istri,anak, dan setiap individu yang memilikipertalian darah/semenda sampaiderajat ketiga atau hubungansuami/istri yang sudah bercerai dibawah pengaruh, petunjuk, ataukewenangan yang bersangkutan, untukmeminta atau menerima janji, hadiah,hibah, pemberian, penghargaan, danpinjaman atau bantuan apapun daripihak yang berkepentingan denganpenyelenggaraan Pemilu;i. menyatakan secara terbuka dalam rapatapabila memiliki hubungan keluargaatau sanak saudara dengan calon,peserta Pemilu, atau tim kampanye.Pelanggaran kode etik penyelenggarapemilu tersebut dapat berupa KPU tidakbersikap netral atau memihak kepada salahsatu peserta pemilu; menerima uang, barang,dan/atau jasa atau pemberian lainnya yangapabila dikonversi melebihi standar biayaumum dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secaralangsung maupun tidak langsung dari calonpeserta Pemilu, peserta Pemilu, calonanggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;dan   KPU tidak menjalankan tugas sesuaivisi, misi, tujuan, dan program lembagaPenyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran Administrasi PemiluPengaturan dan defenisi pelanggaranadministrasi pemilu diatur lebih konkritdalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDdibandingkan dengan Undang-Undangsebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Undang-Undang No. 10Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD dalam Pasal 248menyebutkan “Pelanggaran administrasiPemilu adalah pelanggaran terhadapketentuan Undang-Undang ini yang bukanmerupakan ketentuan pidana Pemilu danterhadap ketentuan lain yang diatur dalamperaturan KPU”, sedangkan Undang-UndangNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 253menyebutkan “Pelanggaran administrasiPemilu adalah pelanggaran yang meliputitata cara, prosedur, dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaanPemilu dalam setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu di luar tindakpidana Pemilu dan pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu.”Pelanggaran administratif pemiluberdasarkan definisi pelanggaran dalamundang-undang tersebut dapat berupa tidakmemenuhi syarat-syarat untuk menjadipeserta pemilu; menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah dan tempatpendidikan untuk berkampanye; tidakmelaporkan rekening awal dana kampanyedan pemantau pemilu melanggar kewajibandan larangan.
3. Sengketa PemiluSengketa pemilu diatur dalam Pasal257 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD. Sengketa pemilu dimaknai sebagaisengketa yang terjadi antar peserta pemiludan sengketa peserta pemilu denganpenyelenggara pemilu sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.Sengketa pemilu yang terjadi antarpeserta pemilu dapat berupa salah satupeserta pemilu menjelekkan peserta pemiluyang lain dalam melakukan kampanyesedangkan sengketa pemilu denganpenyelenggara pemilu dapat berupaperbuatan KPU mengeluarkan keputusantentang verifikasi partai politik sebagaipeserta pemilu.
4. Sengketa Tata Usaha Negara PemiluUndang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDmengatur hal baru terkait adanya ketentuantentang sengketa tata usaha negara pemilu.Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu diaturdalam Pasal 268 Undang-Undang No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Sengketa Tata Usaha NegaraPemilu adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara pemilu antaracalon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota atau partai politikcalon peserta pemilu dengan KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
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Sengketa Tata Usaha Negara Pemilumerupakan sengketa yang timbul antara:10a. KPU dan partai politik calon pesertapemilu yang tidak lolos verifikasisebagai akibat dikeluarkannyakeputusan KPU tentang penetapanpartai politik peserta pemilu;b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetapsebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU tentang penetapandaftar calon tetap.Sengketa Tata Usaha Negara Pemiludapat berupa a). sengketa antar calon partaipolitik peserta pemilu dengan KPUmenyangkut keputusan KPU tentangpenetapan partai politik. Keputusan KPUtersebut dianggap merugikan salah satu ataubeberapa calon peserta pemilu. b). sengketaantar KPU dengan calon anggota legislatifmenyangkut keputusan KPU tentangpenetapan daftar calon tetap. KeputusanKPU dianggap merugikan salah satu ataubeberapa calon anggota legislatif.
5. Perselisihan Hasil PemiluPerselisihan Hasil Pemilu diaturdalam Pasal 271 Undang-Undang No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, yang menyatakan“Perselisihan hasil Pemilu adalahperselisihan antara KPU dan Peserta Pemilumengenai penetapan perolehan suara hasilPemilu secara nasional.” Perselisihanpenetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional yang dimaksud adalahperselisihan penetapan perolehan suarayang dapat mempengaruhi perolehan kursiPeserta Pemilu.Perselisihan hasil pemiluberdasarkan defenisi dalam undang-undangtersebut adalah perselisihan antara KPUdengan salah satu calon anggota DewanPerwakilan Daerah (DPD) menyangkutpenetapan hasil pemilu yang dilakukansecara nasional oleh KPU mengenaiterpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan
10 Lihat pasal 268 ayat (2) UU No. 8 Tahun2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD.
Daerah (DPD) . Penetapan KPU tersebutdianggap merugikan peserta calon anggotaDewan Perwakilan Daerah (DPD) yang laindan perselisihan antara KPU dengan salahsatu partai politik peserta pemilumenyangkut penetapan hasil pemilu yangdilakukan secara nasional oleh KPUmengenai perolehan kursi partai politikpeserta pemilu di suatu daerah pemilihan.Penetapan KPU tersebut dianggapmerugikan salah satu peserta pemilu.
6. Tindak Pidana PemiluIstilah tindak pidana berasal dariistilah yang dikenal dalam hukum pidanaBelanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilahini terdapat dalam WvS Belanda, demikianjuga dengan WvS Hindia Belanda (KitabUndang-undang Hukum Pidana), namuntidak terdapat penjelasan resmi tentang apayang dimaksud dengan strafbaar feit. Olehkarena itu, para ahli hukum berusaha untukmemberikan arti dan isi dari istilahtersebut.11Perkataan feit itu sendiri di dalambahasa Belanda berarti “sebagian dari suatukenyataan” atau “een gedeelte van de
werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti“dapat dihukum”, sehingga secara harfiahperkataan “strafbaar feit” itu diterjemahkansebagai “sebagian dari suatu kenyataan yangdapat dihukum” yang sudah barang tentutidak tepat. Oleh karena kelak akan kitaketahui bahwa yang dapat dihukum itusebenarnya adalah manusia sebagai pribadidan bukan kenyataan, perbuatan ataupuntindakan.Mengenai pengertian strafbaar feit,para sarjana sebagaimana yang dikutip olehP.A.F. Lamintang memberikan pengertianyang berbeda-beda. Menurut Pompe,perkataan strafbaar feit secara teoritis dapatdirumuskan sebagai “suatu pelanggarannorma (gangguan terhadap tertib hukum)yang dengan sengaja ataupun tidak dengansengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,dimana penjatuhan hukuman terhadappelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum dan
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum
Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),halaman 67
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terjaminnya kepentingan umum. Di dalamhukum positif, suatu strafbaar feit itusebenarnya tidak lain dari pada suatutindakan yang menurut suatu rumusanundang-undang telah dinyatakan sebagaitindakan yang dapat dihukum.12Menurut van Hattum, sesuatutindakan itu tidak dapat dipisahkan dariorang yang telah melakukan tindakantersebut. Perkataan strafbaar mempunyaiarti pantas untuk dihukum. Sehingga,perkataan strafbaar feit diartikan sebagaisuatu tindakan yang karena telah melakukantindakan semacam itu membuat seseorangmenjadi dapat dihukum. Menurut vanHattum, semua syarat yang harus telahterpenuhi sebagai syarat agar seseorang itudapat diadili haruslah juga dianggap sebagaiunsur-unsur dari delik.13Menurut Simons merumuskan
strafbaar feit sebagai suatu tindakanmelanggar hukum yang telah dilakukandengan sengaja ataupun tidak dengansengaja oleh seseorang yang dapatdipertanggungjawabkan atas tindakannyadan yang oleh undang-undang telahdinyatakan sebagai suatu tindakan yangdapat dihukum. Menurut Simons, sifatmelawan hukum itu timbul dengansendirinya dari kenyataan, bahwa tindakantersebut adalah bertentangan dengansesuatu peraturan dari undang-undang.14Mengenai pengertian strafbaar feit,P.A.F. Lamintang menyimpulkan daribeberapa pendapat para sarjana bahwauntuk menjatuhkan sesuatu hukuman ituadalah tidak cukup apabila disitu hanyaterdapat suatu “strafbaar feit” melainkanharus juga ada suatu “strafbaar person” atauseseorang yang dapat dihukum, dimanaorang tersebut tidak dapat dihukum apabila“strafbaar feit” yang telah ia lakukan tidakbersifat “wederrechtelijk” (bertentangan
12 Pompe, Handboek van het Nederlandse
Straftecht, hal. 39 dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-
dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CitraAditya Bakti), halaman 18213 van Hattum, Hand-en Leerboek van het
Nederlandse Strafrecht I, halaman 112 dalam Ibid,halaman 18414 Simons, Leerboek van het Nederlandse
Straftrecht, halaman 122 dalam Ibid, halaman 185
dengan hukum) dan telah ia lakukan denganbaik dengan sengaja maupun dengan tidaksengaja.15Menghukum seseorang sekaligusmemenuhi tuntutan keadilan dankemanusiaan, harus ada perbuatan yangbertentangan dengan hukum dan yang dapatdipersalahkan kepada pelakunya. Tambahanpada syarat-syarat ini adalah bahwa pelakuyang bersangkutan harus seseorang yangdapat dimintai pertanggungjawaban. Dengancara tersebut, dapat merangkum pengertiantindak pidana dan pengertian ini dalamdirinya sendiri sudah memadai.16Pada saat terdapat usaha untukmenjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannyasesuatu tindakan manusia, dengan tindakanitu seseorang telah melakukan sesuatutindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukumpidana, sesuatu tindakan itu dapatmerupakan hal melakukan sesuatu ataupunhal tidak melakukan sesuatu, yang terakhirjuga doktrin yang sering disebut dengan halmengalpakan sesuatu yang diwajibkan (olehundang-undang).Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanaitu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam dua unsur-unsur yang pada dasarnyadapat dibagi menjadi dua macam unsur yaituunsur-unsur subjektif dan unsur-unsurobjektif. Yang dimaksud dengan unsursubjektif adalah unsur-unsur yang melekatpada diri pelaku atau yang berhubungandengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yangterkandung di dalam hatinya. Sedangkanyang dimaksud dengan unsur-unsur objektifadalah unsur-unsur yang ada hubungannyadengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
15 Ibid, halaman 18316 Jan Remmelink Hukum Pidana:
Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2003), halaman 86
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keadaan-keadaan mana tindakan-tindakandari si pelaku itu harus dilakukan.17Unsur-unsur subjektif dari suatutindak pidana itu antara lain adalah sebagaiberikut:a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan(dolus dan culpa);b. Maksud atau vornemen pada suatupercobaan atau poging seperti yangdimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KitabUndang-undang Hukum Pidana;c. Macam-macam maksud atau oogmerkseperti yang terdapat misalnya di dalamkejahatan-kejahatan pencurian,penipuan, pemerasan, pemalsuan danlain-lain;d. Merencanakan terlebih dahulu sepertimisalnya yang terdapat di dalamkejahatan pembunuhan menurut Pasal340 Kitab Undang-undang HukumPerdata;e. Perasaan takut atau vress seperti yangantara lain terdapat di dalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KitabUndang-undang Hukum Pidana.Unsur-unsur objektif dari suatutindak pidana itu antara lain sebagai berikut:a. Sifat melanggar hukum atau
wederrechtelijkheid;b. Kualitas si Pelaku, misalnya “keadaansebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal415 Kitab Undang-undang HukumPidana;c. Kausalitas, yakni hubungan antarasesuatu tindakan sebagai penyebabdengan sesuatu kenyataan sebagaiakibat.18Perlu diingat, bahwa unsur
wederrechtelijk itu selalu harus dianggapsebagai disyaratkan di dalam setiap rumusandelik, walaupun unsur tersebut olehpembentuk undang-undang telah tidakdinyatakan secara tegas sebagai salah satuunsur dari delik yang bersangkutan. Padawaktu membicarakan masalah
wederrechtelijk telah dijelaskan bahwadewasa ini Mahkamah Agung RepublikIndonesia menganut apa yang disebutdengan “pahammaterieele wederrechtelijk”.
17 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, halaman 19318 Ibid, halaman 194
Menurut paham tersebut, walaupunsesuatu tindakan telah memenuhisemua unsur dari sesuatu delik danwalaupun unsur wederrechtelijk itutelah tidak dicantumkan sebagaisalah satu unsur dari delik. Akantetapi, tindakan tersebut dapat hilangsifatnya sebagai suatu tindakan yangbersifat wederrechtelijk, bilamanahakim dapat menemukan suatu dasaryang meniadakan sifatnya yang
wederrechtelijk dari tindakantersebut, baik berdasarkan sesuatuketentuan yang terdapat dalamundang-undang maupunberdasarkan asas-asas hukum yangbersifat umum dari hukum yangtidak tertulis.19Tindak Pidana Pemilu diatur dalamPasal 260 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD. Tindak pidana pemilu dalam undang-undang ini adalah tindak pidana pelanggarandan/ atau kejahatan terhadap ketentuantindak pidana pemilu sebagaimana diaturdalam undang-undang ini. Tindak pidanapemilu yang ada di dalam Undang-UndangNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD bila dibandingkandengan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD mengalamiperubahan yaitu menyangkutpengkategorisasian tindak pidana pemilumenjadi pelanggaran dan kejahatan,perubahan sanksi tindak pidana yaituadanya pidana kurungan dan dihapuskannyasanksi pidana minimum, dan perubahansistematika yang berupa adanyapenambahan pasal dan ayat. Tindak pidanapemilu lainnya, baik substansi maupunrumusannya sama dengan tindak pidanapemilu pada Undang-Undang Pemilusebelumnya.Perubahan kedua adalah perubahansanksi tindak pidana yaitu adanya pidanakurungan dan dihapuskannya sanksi pidanaminimum. Ketentuan pidana menghapuskanpidana minimum guna memberikan asas
19 Ibid
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kepastian hukum dan memberikankemudahan bagi hakim dalam memberikanputusan.Perubahan ketiga adalahmenyangkut sistematika ketentuan pidana.Jika tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dimuat 55 (limapuluh lima) pasal, maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dimuat 58 (limapuluh delapan) pasal.
III. Mekanisme Penanganan Laporan
Pelanggaran Pemilu dan
Penyelesaian Tindak Pidana
Pemilu Berdasarkan UU No. 8
Tahun 2012 Tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD
1. Mekanisme Penanganan Laporan
Pelanggaran PemiluUndang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDmengatur tentang mekanisme penangananlaporan pelanggaran pemilu dalam Pasal 249dan Pasal 250.  Waktu penyampaian laporanterdapat perubahan pengaturan dalamUndang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yangmana sebelumnya dalam Undang-UndangNo. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD diatur bahwa laporanpelanggaran pemilu disampaikan palinglama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atauditemukannya pelanggaran Pemilu, di dalamUndang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD laporanpelanggaran pemilu disampaikan palinglama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atauditemukannya pelanggaran Pemilu,sedangkan lamanya waktu penangananlaporan pelanggaran pemilu oleh jajaranpengawas pemilu tidak mengalamiperubahan, tetap sama dengan pemilu 2009lalu, yaitu pengawas pemilu wajibmenindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga)hari setelah laporan diterima. Pengawaspemilu dalam hal memerlukan keterangantambahan dari pelapor, maka tindak lanjutpenanganan laporan pelanggaran pemiludilakukan paling lama 5 (lima) hari setelahlaporan diterima.Setelah pengawas pemilu menerimadan mengkaji laporan pelanggaran pemilu
yang masuk, maka pengawas pemilu akanmengkategorisasikan laporan pelanggarantersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:a. Pelanggaran kode etikpenyelenggara pemilu diteruskankepada Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Pelanggaran kode etik inisebelumnya tidak diatur dalam UUPemilu yang lama (Undang-Undang No. 10 Tahun 2008tentang Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD).b. Pelanggaran administrasi pemiluditeruskan kepada KPU, KPUProvinsi, atau KPUKabupaten/Kota.c. Sengketa pemilu diselesaikan olehBawaslu. Dalam UU Pemilu yanglama (Undang-Undang No. 10Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD)tidak diatur masalah sengketapemilu sebagai masalah hukumyang penyelesaiannya secaraspesifik menjadi otoritas Bawaslu.d. Tindak pidana pemilu diteruskankepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Polri).Mekanisme penyelesaian laporanpelanggaran pemilu diuraikan lebih lanjutsebagai berikut:1. Mekanisme Penyelesaian PelanggaranKode Etik Penyelenggara PemiluPelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu diselesaikan olehDewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP). Penyelesaianpelanggaran kode etik penyelenggaraPemilu tersebut dilaksanakan sesuaidengan ketentuan UU No. 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu.Penyelesaian pelanggaran kode etikpenyelenggara pemilu ini diatur dalampasal 112 sampai dengan pasal 114 UUNo. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu.2. Mekanisme Penyelesaian PelanggaranAdministrasi PemiluPenyelesaian pelanggaranadministrasi pemilu dilakukan oleh KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kotaberdasarkan rekomendasi Bawaslu,
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Bawaslu Provinsi, dan PanwasluKabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/ Kota memeriksa danmemutus pelanggaran administrasipemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejakditerimanya rekomendasi tersebut.Dalam proses pemeriksaan dokumenlaporan pelanggaran administrasiPemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dapat menggali,mencari, dan menerima masukan dariberbagai pihak untuk kelengkapan dankejelasan pemahaman laporanpelanggaran tersebut.20KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota memeriksapelanggaran administrasi Pemilu dalamwaktu paling lama 4 (empat) hari sejakditerimanya laporan dari Bawaslu,Panwaslu Provinsi ,dan PanwasluKabupaten/Kota.21 KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota mengambilkeputusan terhadap hasil pemeriksaanpelanggaran administrasi Pemilu, palinglambat 3 (tiga) hari setelah selesaipemeriksaan dokumen pelanggaranadministrasi yang diterima dariBawaslu, Panwaslu Provinsi, danPanwaslu Kabupaten/Kota. 223. Mekanisme Penyelesaian SengketaPemilu Penyelesaian sengketa pemilu inidiatur dalam pasal 258 ayat (1) UU No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD yang disinkronkandengan UU No. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu yaknidiselesaikan oleh Bawaslu. Bawasludalam melaksanakan kewenangannyadapat mendelegasikan kepada BawasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
20 Lihat pasal 16 ayat (2) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008tentang Pedoman Tata Cara PenyelesaianPelanggaran Umum.21 Lihat pasal 16 ayat (1) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009tentang Perubahan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 44 Tahun 2008 tentang PedomanTata Cara Penyelesaian Pelanggaran Umum.22 Ibid, pasal 17 ayat (1)
Lapangan dan Pengawas Pemilu LuarNegeri.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa TataUsaha Negara PemiluPenyelesaian sengketa tatausaha negara pemilu diatur dalam pasal269 UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.Pengajuan gugatan atas sengketa tatausaha negara Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 268 UU No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dilakukansetelah seluruh upaya administratif diBawaslu sebagaimana dimaksud dalamPasal 259 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD telah digunakan. Pengajuangugatan atas sengketa tata usaha negaraPemilu dilakukan paling lama 3 (tiga)hari kerja setelah dikeluarkannyaKeputusan Bawaslu. Penggugat dapatmemperbaiki dan melengkapi gugatanpaling lama 3 (tiga) hari kerja sejakditerimanya gugatan oleh PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dalam halpengajuan gugatan kurang lengkap.5. Mekanisme Perselisihan Hasil PemiluPerselisihan Hasil Pemiludiselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.Penyelesaian perselisihan hasil pemilutersebut dilaksanakan sesuai denganketentuan UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD joUU No. 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi. Penyelesaianperselisihan hasil pemilu ini diaturdalam pasal 272 UU No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD jo pasal 74 sampai dengan pasal79 UU No. 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi.Pasal 272 ayat (1) UU No. 8Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD menyebutkan:“Dalam hal terjadi perselisihanpenetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional, Peserta Pemilu dapatmengajukan permohonan pembatalanpenetapan hasil penghitunganperolehan suara oleh KPU kepada
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Mahkamah Konstitusi.” Peserta Pemilumengajukan permohonan kepadaMahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24(tiga kali dua puluh empat) jam sejakdiumumkan penetapan perolehan suarahasil Pemilu secara nasional oleh KPU.Pemohon dapat memperbaiki danmelengkapi permohonan paling lama 3 x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejakditerimanya permohonan olehMahkamah Konstitusi dalam halpengajuan permohonan kurang lengkap.
2. Mekanisme Penyelesaian Tindak
Pidana PemiluPenyelesaian Tindak Pidana Pemiludilakukan oleh lembaga penegak hukumyang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, danpengadilan seperti tindak pidana lainnya,yang membedakannya adalah keberadaanBawaslu yang diberikan mandat olehUndang-Undang untuk menemukanpelanggaran dan/atau menerima laporanterjadinya dugaan pelanggaran, melakukankajian awal dan meneruskan ke penyidikankepolisian dalam hal pelanggaranmengandung unsur pidana.23Mekanisme PenyelesaianPelanggaran Pidana Pemilu dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalamPasal 247, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255,Pasal 256 dan Pasal 257 sebagai berikut:Laporan pelanggaran pemiludisampaikan kepada Bawaslu, PanwasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.Laporan pelanggaran pemilu dapatdisampaikan oleh:a. Warga Negara Indonesia yangmempunyai hak pilih;b. Pemantau Pemilu; atauc. Peserta Pemilu.Laporan pelanggaran pemiludisampaikan secara tertulis kepada Bawaslu,Panwaslu provinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslu kecamatan,
23 KRHN, Position Paper, Panduan
Pemantauan Penanganan Pelanggaran Pidana
Pemilu 2009, KRHN dengan dukungan yayasanTIFA, Jakarta, 2008, halaman 13
Pengawas Pemilu Lapangan dan PengawasPemilu Luar Negeri.Laporan tersebut disampaikan palinglama 3 (tiga) hari sejak terjadinyapelanggaran Pemilu. Bawaslu, PanwasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negerimengkaji setiap laporan pelanggaran yangditerima. Laporan yang terbuktikebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, PanwasluKecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan danPengawas Pemilu Luar Negeri wajibmenindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga)hari setelah laporan diterima. Bawaslu,Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan dan PengawasPemilu Luar Negeri dalam hal memerlukanketerangan tambahan dari pelapor mengenaitindak lanjut terhadap laporan pelanggaranpemilu dilakukan paling lama 5 (lima) harisetelah laporan diterima. Laporanpelanggaran pidana Pemilu diteruskankepada penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia.Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia menyampaikan hasilpenyidikannya disertai berkas perkarakepada penuntut umum paling lama 14(empat belas) hari sejak menerima laporandari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota. Penuntut Umummengembalikan berkas perkara kepadapenyidik kepolisian disertai petunjuktentang hal yang harus dilakukan untukdilengkapi dalam hal hasil penyidikanternyata belum lengkap, dalam waktu palinglama 3 (tiga) hari. Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia dalam waktupaling lama 3 (tiga) hari sejak tanggalpenerimaan berkas perkara harus sudahmenyampaikan kembali berkas perkaratersebut kepada penuntut umum.Penuntut umum melimpahkanberkas perkara kepada pengadilan negeripaling lama 5 (lima) hari sejak menerimaberkas perkara. Pengadilan Negeri dalammemeriksa, mengadili, dan memutus perkarapidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecualiditentukan lain dalam Undang-Undang No.
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10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Sidang pemeriksaan perkarapidana Pemilu dilakukan oleh hakim khusus.Ketentuan lebih lanjut mengenai hakimkhusus diatur dengan peraturan MahkamahAgung. Pengadilan Negeri memeriksa,mengadili, dan memutus perkara pidanaPemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelahpelimpahan berkas perkara. Penolakanterhadap putusan pengadilan negeri dapatdiajukan banding. Permohonan bandingdiajukan paling lama 3 (tiga) hari setelahputusan dibacakan. Pengadilan negerimelimpahkan berkas perkara permohonanbanding kepada pengadilan tinggi palinglama 3 (tiga) hari setelah permohonanbanding diterima. Pengadilan tinggimemeriksa dan memutus perkara bandingpaling lama 7 (tujuh) hari setelahpermohonan banding diterima. Putusanpengadilan tinggi merupakan putusanterakhir dan mengikat serta tidak ada upayahukum lain.Putusan pengadilan negeri danpengadilan tinggi harus sudah disampaikankepada penuntut umum paling lambat 3(tiga) hari setelah putusan dibacakan.Putusan pengadilan tersebut harusdilaksanakan paling lambat 3 (tiga) harisetelah putusan diterima oleh jaksa. Putusanpengadilan terhadap kasus pelanggaranpidana Pemilu yang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD dapatmempengaruhi perolehan suara PesertaPemilu harus sudah selesai paling lama 5(lima) hari sebelum KPU menetapkan hasilPemilu secara nasional. KPU, KPU provinsi,dan KPU kabupaten/kota wajibmenindaklanjuti putusan pengadilantersebut. Salinan putusan pengadilan harussudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPUkabupaten/kota dan Peserta Pemilu padahari putusan pengadilan tersebut dibacakan.Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDmengatur tentang Mekanisme PenyelesaianTindak Pidana Pemilu dalam Pasal 249, Pasal250, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal264 dan Pasal 265, sebagai berikut:
Pelaporan tentang pelanggaranpemilu dapat disampaikan oleh WargaNegara Indonesia yang mempunyai hak pilih,pemantau pemilu atau peserta pemilukepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan dan PengawasPemilu Luar Negeri. Pelaporan pelanggaranpemilu tersebut disampaikan paling lama 7(tujuh) hari sejak diketahui dan/ atauditemukannya pelanggaran pemilu. Laporanpelanggaran pemilu disampaikan secaratertulis paling sedikit memuat:a. Nama dan alamat pelapor;b. Pihak terlapor;c. Waktu dan tempat kejadian perkara;dand. Uraian kejadian.Laporan yang disampaikan sebelumlewat dari batas waktu yang ditentukandalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDini,  akan diterima oleh Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeridan selanjutnya akan dilakukan pengkajianterhadap laporan tersebut. Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeriwajib menindaklanjuti laporan pelanggaranpemilu yang telah dikaji dan terbuktikebenarannya paling lama 3 (tiga) harisetelah laporan diterima. Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeridalam hal memerlukan keterangantambahan dari pelapor mengenai tindaklanjut laporan pelanggaran pemilu dilakukanpaling lama 5 (lima) hari setelah laporanditerima. Laporan yang merupakan tindakpidana pemilu, diteruskan kepada penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia palinglama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jamsejak diputuskan oleh Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas PemiluLapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.Proses penyidikan tindak pidanapemilu dilakukan oleh Penyidik Kepolisian
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Negara Republik Indonesia. PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesiamenyampaikan hasil penyidikannya disertaiberkas perkara kepada penuntut umumpaling lama 14 (empat belas) hari sejakditerimanya laporan dari Bawaslu tentangadanya dugaan terjadinya tindak pidanapemilu. Penuntut Umum mengembalikanberkas perkara kepada Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia disertai petunjuktentang hal yang harus dilakukan untukdilengkapi  dalam hal hasil penyidikan belumlengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga)hari. Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga)hari sejak tanggal penerimaan berkasperkara harus sudah menyampaikan kembaliberkas perkara yang telah diperbaikitersebut kepada penuntut umum. Penuntutumum kemudian melimpahkan berkasperkara tersebut kepada pengadilan negeripaling lama 5 (lima) hari sejak menerimaberkas perkara.Pengadilan Negeri dalam memeriksa,mengadili, dan memutus perkara tindakpidana Pemilu menggunakan Kitab UndangUndang-Undang ini -Undang Hukum AcaraPidana, kecuali ditentukan lain dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Sidang pemeriksaan perkaratindak pidana Pemilu dilakukan oleh majeliskhusus.Pengadilan Negeri memeriksa,mengadili, dan memutus perkara tindakpidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) harisetelah pelimpahan berkas perkara.Penolakan terhadap putusan pengadilannegeri dapat diajukan banding. Permohonanbanding terhadap putusan pengadilan negeritersebut diajukan paling lama 3 (tiga) harisetelah putusan dibacakan. PengadilanNegeri melimpahkan berkas perkarapermohonan banding kepada pengadilantinggi paling lama 3 (tiga) hari setelahpermohonan banding diterima. PengadilanTinggi memeriksa dan memutus perkarabanding paling lama 7 (tujuh) hari setelahpermohonan banding diterima. Putusanpengadilan tinggi merupakan putusanterakhir dan mengikat serta tidak dapatdilakukan upaya hukum lain.
Putusan pengadilan negeri danpengadilan tinggi harus sudah disampaikankepada penuntut umum paling lambat 3(tiga) hari setelah putusan dibacakan.Putusan pengadilan tersebut juga harusdilaksanakan paling lambat 3 (tiga) harisetelah putusan diterima oleh jaksa. Putusanpengadilan terhadap kasus tindak pidanaPemilu yang menurut Undang-Undang No.8Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD ini dapat mempengaruhiperolehan suara Peserta Pemilu harus sudahselesai paling lama 5 (lima) hari sebelumKPU menetapkan hasil Pemilu secaranasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota wajib menindaklanjutiputusan pengadilan tersebut. Salinanputusan pengadilan tersebut harus sudahditerima KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota dan Peserta Pemilu padahari putusan pengadilan tersebut dibacakan.Mekanisme penyelesaian tindakpidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD ini padadasarnya tidak jauh berbeda denganmekanisme penyelesaian tindak pidana yangdiatur dalam Undang-Undang sebelumnyayaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2008tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD. Perbedaan mekanisme penyelesaiantindak pidana pemilu pada kedua undang-undang ini terletak pada jangka waktu ataujumlah hari penyampaian laporan adanyadugaan tindak pidana pemilu. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD mengaturbahwa laporan adanya dugaan tindak pidanapemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) harisejak terjadinya tindak pidana pemilusedangkan UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDmemperpanjang batas waktu pelaporanmenjadi pelaporan adanya dugaan tindakpidana pemilu disampaikan paling lama 7(tujuh) hari sejak diketahui dan/ atauditemukan adanya dugaan tindak pidanapemilu.Penyelesaian tindak pidana pemiluyang dilakukan secara cepat merupakanimplementasi dari salah satu butir dari tujuhstandar internasional tentang Pedoman bagiPemahaman, Penanganan dan Penyelesaian
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Sengketa dalam pemilu sebagai dasar bagiterselenggaranya penanganan sengketa yangefektif. Ketujuh standar internasionaltentang Pedoman bagi Pemahaman,Penanganan dan Penyelesaian Sengketa24dalam pemilu tersebut terdiri dari:251. Hak untuk memperoleh pemulihan padakeberatan dan sengketa pemilu;2. Sebuah rezim standar dan prosedurpemilu didefenisikan secara jelas;3. Arbiter yang tidak memihak danmemiliki pengetahuan;4. Sebuah sistem peradilan yang mampumenyelesaikan putusan dengan cepat;5. Penentuan beban pembuktian danstandar bukti yang jelas;6. Ketersediaan tindakan perbaikan yangberarti dan efektif;7. Pendidikan yang efektif sebagaipemangku kepentingan.Berdasarkan uraian ketujuh standaritu, dasar pemikiran dari penyelesaiansecara cepat adalah bahwa legitimasipemerintah secara keseluruhan terletakpada keabsahan hasil pemilu dan parapemilih sangat bersemangat untukmendengar hasil segera setelah haripemungutan suara, maka rangkaian sidangpelanggaran pemilu harus cepat. Secaraasumtif, semakin lama hasil pemiludiumumkan, semakin besar kecurigaanmengenai kecurangan dan manipulasi suara,tanpa memandangnya bagaimana bersihnyaproses pemilu tersebut.Sistem penyelesaian tindak pidanapemilu yang dirumuskan secara cepat iniditujukan agar berbagai sengketa yang tidakperlu dapat dicegah pengajuannya, namunuraian selanjutnya mengenai tujuh standarinternasional tentang Pedoman bagi
24 Segala bentuk pengaduan, gugatan,tuntutan atau keberatan terkait tahap manapundalam pemilu. Termasuk sengketa antar pihakdalam pemilu dan hasil pemilu25 Peter Erben, Pedoman bagi Pemahaman,Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dalamPemilu : Penerapan Tujuh Standar, disajikan diKonferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum
Pemilu di Indonesia dan Pengalaman
Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa
Pemilu”, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011,halaman 1-5
Pemahaman, Penanganan dan PenyelesaianSengketa menyatakan bahwa:“tenggat waktu yang dibuat untukpenyelesaian cepat harus dibatasi karenakeputusan yang cepat tidak dapat dibuatuntuk merugikan hak sebuah pengadilanyang adil atau kemampuan untukmenyiapkan sebuah pembelaan.”Berdasarkan kutipan di atas, suatupembatasan yang dirumuskan oleh pembuatundang-undang tidak boleh digunakan untukmelemahkan kewenangan pengadilan dalammemeriksa dan mengadili tindak pidanapemilu atau merugikan seseorang untukmembela dirinya dari tuduhan telahmelakukan tindak pidana. Selain itu,penyelesaian secara cepat jugadiselenggarakan untuk menjaga agartahapan pemilu tidak terganggu dan dapatberjalan sebagaimana yang diagendakansebagaimana dikutip sebagai berikut:“Praktik ‘cepat’ ini ditempuh untukmenjamin agar setiap tahapanpemilu dapa berjalan tanpahambatan sehingga proses pemiludapat berjalan dengan lanar. Karenapentingnya setiap tahapan pemiludalam proses pembentukanpemerintahan, proses pemilu yangsudah berjalan dengan tidak bolehdihentikan. Tindakan yang telahdiambil tidak boleh ditangguhkanmeski ada gugatan yang diajukan.Sebelum ada penyelesaian atasgugatan tersebut, tindakan ataukeputusan awal yang telah diambilsebelumnya akan tetap dijalankan.Itulah sebabnya setiap gugatan yangdiajukan harus diselesaikansecepatnya.”Prinsip penyelesaian sengketa dalamkeadilan pemilu mengharuskan setiapgugatan pemilu diajukan pada periodepemilu26 saat tindakan yang digugat terjadisehingga setiap tindakan yang tidak dituntutselama periode tertentu tidak dapat lagidipemasalahkan. Prinsip ini lebih efektifuntuk menegakkan hukum tindak pidanapemilu karena lebih menutup kemungkinan
26 Periode pemilu terbagi dalam tigaperiode yaitu prapemilu, pemilu dan pascapemilu
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adanya tindak pidana pemilu yang luput daripemeriksaan dan proses peradilan daripadapenerapan batas waktu pelaporan yangdiatur alam peraturan pemilu.Prinsip penyelesaian sengketa dalamkeadilan pemilu mengharuskan setiap tindakpidana diselesaikan pada setiap periodetermasuk pula periode pasca pemilu tanpamemberikan batasan jangka waktupelaporan atau tenggang waktu daluwarsa,sepanjang perbuatan tersebut dilakukanpada periode yang bersangkutan.Kelemahannya, jika temuan tindak pidanabaru ditemukan pada periode setelahperiode perbuatan dilakukan maka terhadappelaku perbuatan tersebut tidak dapat lagidimintai pertanggungjawaban pidana,misalnya adanya temuan yang barudiperoleh pasca pemilu sementaraperbuatan pidana dilakukan pada periodepemilu.Dalam konteks penegakkan hukumpemilu, batas waktu pelaporan merupakansuatu masalah hukum tersendiri,27 karenaatas waktu pelaporan merupakan ketentuanyang sangat menentukan diperiksa atautidak diperiksanya suatu tindak pidanapemilu sehingga dibutuhkan suatu upayakhusus dalam menanggulanginya.
IV. PenutupBerdasarkan uraian tersebut diatasdapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:1. Pengaturan dan kategorisasi masalahhukum dan sengketa pemilu dalamUndang-Undang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD telah dilakukan secara jauh lebihluas, terperinci, sistematis danterstruktur dibandingkan UU Pemilulama (Undang-Undang No. 10 Tahun2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPDdan DPRD). Hal ini dibuktikan denganadanya kategorisasi yang lebih lengkapdan komprehensif mencakup berbagaimasalah hukum yang terjadi dalampenyelenggaran pemilu anggota DPR,
27 Topo Santoso, Problem Desain dan
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalamMenuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan EvaluasiPemilu 2009, (Jakarta: Perludem, 2011), halaman17
DPD, dan DPRD (meliputi pelanggarankode etik penyelenggara pemilu,pelanggaran administrasi pemilu,sengketa pemilu, tindak pidana pemilu,sengketa tata usaha negara pemilu danperselisihan hasil pemilu). Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDdalam ketentuan pidananya jugamembedakan pelanggaran pemilumenjadi pelanggaran dan kejahatan,yang dalam Undang-Undangsebelumnya (Undang-Undang No. 10Tahun 2008 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD) hanya dikatakansebagai pelanggaran pidana pemilu.Adanya pengaturan masalah hukumsecara lebih rinci ini melahirkanharapan bahwa penegak hukum akanlebih mudah dalam melakukanpengawalan implementasi Undang-Undang Pemilu dan bisa menegakkanaturan dengan tepat dan efektif, tanpaada lagi multitafsir ataupun salinglempar tanggung jawab antar aparatdari berbagai instansi penegak hukumpemilu. Sehingga bisa menumbuhkanharapan untuk penyelenggaraan pemilu2014 yang mampu mewujudkankeadilan pemilu dan perlindungan hakelektoral warga negara Indonesia.2. Mekanisme penyelesaian tindak pidanapemilu dimulai dari tahap pelaporan,penyidikan, penuntutan danpersidangan. Pelaporan tentang adanyadugaan tindak pidana pemilu dilaporkanpaling lama 7 (tujuh) hari sejakterjadinya dugaan tindak pidana pemilu.Selanjutnya, Bawaslu meneruskankepada penyidik paling lama 5 (lima)hari sejak laporan diterima. Prosespenyidikan dilakukan oleh penyidikPolri dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya laporandari Bawaslu dan dalam jangka waktutersebut pihak penyidik harusmenyampaikan hasil penyidikan besertaberkas perkara kepada Penuntut Umum.Kemudian maksimal 5 (lima) hari sejakberkas diterima, Penuntut Umummelimpahkan berkas perkara kepadapengadilan. Persidangan pelanggaranpidana pemilu dilakukan dalam 7
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(tujuh) hari sejak berkas perkaraditerima Pengadilan Negeri oleh hakimkhusus yang diatur dalam PERMANomor 03 Tahun 2008 tentangPenunjukan Hakim Khusus PerkaraPidana Pemilu.Adapun saran yang dapatdiberikan penulis sebagai berikut:1. Aparatur penegak hukum dalampenanganan tindak pidana pemilu agarmeningkatkan kapasitasnya mengenaiaturan perundang-undangan pemilukarena penanganan pelanggaran pidanapemilu secara jujur dan adil merupakanbukti adanya perlindungan kedaulatanrakyat dari tindakan-tindakan yangdapat mencederai proses dan hasilpemilu.2. Adanya batas waktu yang singkat dalampenanganan tindak pidana pemilu makabaik penyidik, jaksa penuntut umumdan hakim harus lebih keras lagi bekerjakarena apabila lewat dari batas waktuyang ditetapkan, perkara tersebut harusditutup demi hukum karena telahdaluwarsa atau lewat waktu. Sehinggapenanganan tindak pidana pemilu yangdiharapkan tidak berjalan sebagaimanamestinya.
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